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BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NoMoR [[ reuuw zors
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

\- Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2g ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan
Pemungutan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. bahwa dengan berubahnya tata cara perhitungan hasil
penilaian individu dalam menetapkan Nilai JuaI Objek pajak
Menara Telekomunikasi, sehingga peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 11 Tahun 2Ol4 tentang peraturan
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pengendalian Menara
Telekomunikasi perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Peraturan pelaksanaan pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun l9S9 Nomor 74,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor
1822l.;

2- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
38r7);
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a252l;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor l30,Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundaag-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spekrtum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3981);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lokal ( kmbaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 28, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2OO5 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas (I.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagan Urusan Pemerintahal Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Repuplik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan (I-mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqja sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tarra Tora-ia
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tal,un 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana
Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2012 Nomor O1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Nomor 6 Tahun
20ll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 201I Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANA TOR,{.IA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

Menetapkan

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Bupati arlel.ah Bupati Tana Toraja.
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3. Dinas Perhubungan, Informatika dan Postel selanjutnya disebut dengan Dinas
adalah Dinas Perhubungan,Informatika dan Postel Kabupaten Tana Toraja.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Torqia.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yErng tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara ( BUMN ) atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial
Politik, atau Organisasi lainnya, kmbaga dan bentuk Badan Lainnya termasuk
kontrak infestasi koleltif dan bentuk usaha tetaF.

6. Jasa addah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan Lainnya
yang dapat dinilonati oleh orang pribadi atau badan.

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badal.

8. Wajib Retribusi addah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
' perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan da:e/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara ad4tah bangunan
untuk kepenringan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang
merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangu.nan gedung yang
dipergunakan untuk kepentingan umum yang strulrtur fisiknya dapat berupa
rangka baja diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunsgal tanpa
simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

I 1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah yang
dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

12. Nilai bangunan menara adalah nilai jual objek pajak atas bangunan menara
telekomunikasi yang dihitung berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi,
luas lokasi menara Telekomunikasi dan luas tiang penyangga menara
Telekomunikasi.

13. Nilai jual objek pajak yang setanjutnya disingkat NJoP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak te4'adi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis 41s11 nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
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14. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya SSRD adaiah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
CARA PENILAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 2

NJOP Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan ketinggian
telekomunikasi serta biaya pembuatan Tower.

menara

BAB III
TATA CARA MENDAPATKAN NILAI JUAL OBJEK PA.JAK

pasal 3

(1) Tata cara mendapatkan NJoP menara telekomunikasi adalah hasil dari
peni.laian individu dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam
lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagran tak terpisahkan.

(2) Untuk menentukan besarnya hasil NJOP menara Telekomunikasi dipengaruhi
oleh tinggi menara Telekomunikasi dengan klasifikasi sebagaimana tercantum
dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan bagran yang tak terpisahkan.

(3) Besamya NJOP menara Telekomunikasi adalah besarnya NJOp menara
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipengaruhi oleh
ketinggian menara telekomunikasi sesuai klasifikasi tinggr menara
telekomunikasi sebagaimala dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
TARIF'DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRBUSI

Pasal 4

Tarif retribusi menara telekomunikasi ditetapkan 2o/o (dua persen) dari NJop
Menara Telekomunikasi.

Pasal 5
Penarikan tarif retribusi menara telekomunikasi dipengaruhi oleh penyusutan
bangunan menara telekomunikasi sebesar 27o pertahun.

BAB V
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TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat

diborongkan.
(2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan

SKRD.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagairnarra dimaksud pada ayat (2) adalah tercantum

dalam lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak
terpisahkan.

Pasal 7

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dibayar oleh wajib retribusi atau kuasanya
dengal menggunakan SSRD atau Tanda Bulcti Pembayaran.

(2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :

a.Disetor langsung ke Kas Daerah;
b.Disetor melalui Bendahara Penerima

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima pada Dinas,
maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah oleh
Bendahara Penerima selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat )
jam terhitung sejak tanggal penerimaan retribusi.

(4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah tercantum
dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak
terpisahkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Ketentuan mengenai perhitungan retribusi ]ang r{iaju1 dalqm peraturan Bupati ini
berlaku sejak tahun pembuatan menara telekomunikasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berliaku, peraturan Bupati rana Tora-iaNomor 1l rahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan eemungutan RetribusiPengendalian Menara Terekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 10

Perahran Bupa.ti ini mulai berlaku pada tangBl diundangken.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p€xoSundengAn Pefahlran

Bupatj ini dengan pcnenpatannya ddam Berita Daerah Kabupaten Taoa Toraja-

Ditctapkan di Makale
padatengpl

? A
I'IORAIA,

I

AI,LORERI'f,C
,tv{ ro

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAIA,

ETO6 EAROf,A

BERITA DAERAH KABUPAIEN TANA TORA'A TAHUN 2015 NOMOR TI

I

L/

v
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LAMPIPAN I : PERATUMN BUPATI TANA TORA,A
NOMOR ..

TENTANG : PERATURAN PEIIKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NOP
Spesitikasi Model

Tlp6
Ketinggian
Jumlah keki
Konstruksi
Pemssangen

CONTOH PERHITUNGAN HASIL PENII.AIAN INDIVIDU

SST Sstelindo
0 s.d. 10 m
4bn
Baie
tiang pancang

B.

PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pemb6rsihan lapsngan
2 Pomssangan bouwplank

PEKERJAAII TAiliAH
'l Penggalisn lanah
2 Urugan taneh kembsli
3 Pembuengan

PONDASI
1 Pemencangan
2 Pemotongsn tiang

m2
m

m3
m3
m3

m'
m'

133,40
3E,20

2.430
24.n1

3241e2
927.',152

30,85
16,00
43,11

8E.720
18.300
50.300

2.475.312
292.800

2.1A8.433

c.

D. AETON
1 Kolom
2 Foot Plet
3 Tie Beam

m3
m3
m3

u,21
3,37

0,37
2,O2

0.46

294.900
23.000

3.592.200
2-8/.1.O7g
2.8{.1.O70

24.842.376
77.510

1.320.114
5-738.961
1.306.892

E. SUPER STRUKTUR
'l Torrer
2

kg
m2

1.5E9,81
25,11

32.2fi
58.314Jumlah

5'1.271.373
1.48i2.521

Tost
PPN l0% I perizinan 2 %

1%
12%
10%

92.436.606
924.366

11.092.393
9.243,66,t

n kot rsldor

Luas Bangunsn
NJOP/IU2

6,t m2

2.27t.911

Klarltit .t IruoP nen 't.740.986
1.200.000A0r

BUPATI TANA TOR r.tA,

{V.,A^^^.^-")
THEOFILUTI ALLORERUNG
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llirPtMN I : PERATUMN BUPATI TANA TORAIA

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUIIAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MEMRA TETEKOMUNII(ASiI

KLASIFIKA$ NNGGI MENARA TELEKOMUNIKASI

2

3

1

5

6

7

8

9

10

11

12

NO TTNGGITOWER
NJOP

( Rp)
XETERANGAN

8/d 10 mcbr

1 I meie. s/d 2Il m€ler

2l mrEr lrd 30 meter

3l meter srd 40 meter

41 mehr dd 50 mrler

5l meter 6rd 60 meter

61 nmrter s/d 70 meter

Tl mtu EldOO n,[,fl

8l mcbr srd 90 metel

91 meter dd 100 mcter

1O1 ntu Bld 11O mdf,

1'l I mcbf B/d 1z) mdEr

RP

Rp

Rp

Rp

Rp

RP

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

113.697.(D6

162.888.28e

265.783.937

635.i126.557

894.054.296

910J29.711

1.135.155.879

1.712.21.92

1.y3953 ,73

5217.197.U8

{ait.757.30tt,

3 .793.072

BUPATI TANA TORA'A,

THEOFI.US AI.J-IORERUNG
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PERATTJRAN BUPATI TANA TORAIA
NOMOR ..

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGT,TAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI SIJRAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAII

Dctrgln Huluf

PEREATUN
r. Hrnp F$+rqt diLtot& Fd. B.*Ad htEiD!......... ..

z 4'lil' SKR_D i'i ltlrt 
'lro 

brar dibt L' ttln Ftila l@ 30 hli dd,! SKRD dnaiD tb! (r688rt j.d hp) d*...t! dn.ffi.d b!q. h!' d-! ra F htd

-.--* TuggaL*,..-
An. Kcaala DPPKN) Keb Tana Toreja

Kabid Pcaeteprn

Nip.

BUPAII TANA TORAJA

5

NO.I'RI]TPEMERINTAE KAB. TAI\IA
TORAJA

SURAT KETETAPAN RETBIBUSI DAERAE
(SKRD)

NAMA

AI-AMAT
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK R.ETRIBUSI (NPWWR)

TANGGAI ]ATT]H TEMPO

MASA

TAHUN

NO KODEREKENING 1JRAIAN RETRIBUSI rudah (Rp)

I
)
3

4

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi

Jumlrh Sanksi a. Bunga

b. Kenai*an

Jumlah Keseluruhan

)(

hqE kn ndE tddRarld P.Lytu d.n

.._.potong disiri.

NO.I]RUT:

tutu! SXRD
Rditd

Tmg8"l
Yang m€nerima

TANDA TEBIMA
NAMA
ALAMAT

Cotataa:
l. PasT6 rEJrh SKRD didEt.oFd.6r FtlirEtntf.ri d& F.rtF p.j.r

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TEEOI'ILUSALLORERUNG
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LAMPIRAN IV :

l,embar Asli
Salinan I
Sdinan 2

PERATURAN BUPATI TAI.IA TORNA
NOMOR :

TENTANG : PERATI,JR.AN PELAIGANAAN PEMUNGT,TAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTI]K DAN ISI SI]RAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

Kodc

4

) Tanggal diterima uang

Mengetahui :

Bendabara Penerimaan / peobaatr

NIP

Per;nbryar I Pmyet'or

(.....

MP
)

Untuk
Untuk
Arsip

pembantu

TANA TORAJA5

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAII (SSRD)

NOMOR BI]KTI

a)

d)

b)

c)

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu.

Tclah mcncrima uang sc$csa Rp.

( Dengan huruf .......

Dari Nama

Alamat

Sebagai Pembayaran

Junhh Rp.

I I ot

4 t4 l4 t2

4 I I 0l (r

JUMLA H Rp.

I

TreOfrtr,Us AU,ORERI'NG


